DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Nashr, dan Muhammad Al-Iman. 2004. Membongkar Dosa-dosa Pemilu.
Prisma Media, Jakarta.

Afan Gaffar. 2005. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Ahmad Fadil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih. 2019.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik.
PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Aminuddin llmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Prenada Media Group,
Jakarta.

Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju.
Bandung.

2012. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju,
Bandung.

Harjono. 2008. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Jazim Hamidi, dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Cetakan
Pertama, Total media, Yogyakarta.

Jimly Asshiddigie. 2000. “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju
Indonesia Baru”. FH-UI, Jakarta.

2003. “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan
Keempat UUD Tahun 1945”. BPHN, Jakarta.
2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Konstitusi Press, Jakarta.

2012. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika,
Jakarta.



2015. Hukum Tata Negara &Pilar-PilarDemokrasi. Edisi Kedua
cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.

Luck Sandra Amalia, dkk. 2016. Evaluasi Pemilu 2014. Pustaka Pelajar,
Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. lImu Perundang-undangan: Jenis,
Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius, Yogyakarta.

Maruarar Siahaan. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. edisi 2, Sinar
Grafika, Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar llmu Politik. PT.Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.

Miriam Budiarjo. 1996. Demokrasi di Indonesia, Demokasi Parlementer dan
Demokrasi Pancasila. Gramedia, Jakarta.

2008. Dasar-Dasar llmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik Dan Sistem
Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis.
cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukthie Fadjar. 2013. PEMILU Perselisihan Hasil Pemilu dan
DEMOKRASI. cetakan pertama, Setara Perss, Malang.

Ni’matul Huda. 2010. llmu Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rozali Abdullah. 2009. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas
(Pemilu Legislatif). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R Surbakti. 1992. Memahami IImu Politik. Grasindo, Jakarta.

2015. Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsiona
Mayoritarian. Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jal .. __

Septi  Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih. 2009. Politik
Ketatanegaraan. Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.

Sri Handayani RW, dan Fais Yonas Bo’a. 2019. Partai Politik dan Pemilu
dalam Lintasan Sejarah. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



Syahrial Syarbaini, dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Veri Junaidi. 2009. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis
Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilu. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Zainudin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Janedjri M. Gaffar, 2013, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu” ,
Jurnal Konstitusi, Jakarta.

Jimly Asshiddigie. 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 2,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Kurniasih Panti Rahayu DKK. 2019. Penanganan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 dalam Angka, Kepaniteraan dan
Sekretariat Jendral MK, Jakarta.

Maissy Sabardiah. 2009. “Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian
Undang- undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Konstitusi”.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakutas Hukum Universitas
Indonesia (MAPPI-FHUI), Jakarta.

HM. Thalhah. 2009. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan
Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli
2009.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi:
1945,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Beracara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Beracara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

Keputusan KPU RI Nomor : 1017/PY.01.1- Kpt/03/KPU/V/2019 tentang
Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU/DPR-
DPRD/XVI1/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-01-15/PHPU/IL
DPRD/XVI1/20109.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31-08-34/PHPU/DPR-
DPRD/XVI11/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-23/PUU-V1/2008.



Artikel/Majalah/Tesis/Skripsi/Internet

Sri Emut Ratnasara, “Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada
Kualifikasi Calon Legislatif”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,
Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan
Umum, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Timur, 2020.

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-
dalam-penelitian-hukum, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2021

http://perludem.org/2019/07/16/analisis-permohonan-pileg-2019-dan-hasil-
pemantauan-sementara-perselisihan-hasil-pemilu-legislatif-2019-di-
mahkamah-konstitusi/, Diakses pada 12 September 2020.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.Sejara
h MK, Diakses Pada 12 Oktober 2021.

http://www.markijar.com/2017/08/sejarah-pelaksanaan-pemilu-di-
indonesia.html , Diakses Pada 22 Agustus 2021.

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6380.pdf,
Diakses Pada 12 Oktober 2021 Pukul 12.55 WIB.

https://dprd.bulelengkab.go.id/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-
pembangunan-bangsa-18, Diakses pada 15 September 2020.

https://media.neliti.com/media/publications/110452-1D-kewenangan-
mahkamah-konstitusi-memutus-p.pdf , Diakses Pada 12 Oktober 2021.

https://media.neliti.com/media/publications/111161-ID-peran-putusan-
mahkamah-konstitusi-dalam.pdf, Diakses pada 15 September 2020.

https://panmohamadfaiz.com/2009/06/30/sengketa-antarcaleg/ , Diakses pada
16 April 2021.

https://www.kpud-nganjukkab.go.id/empat-unsur-utama-terwujudnya-pemilu-
berintegritas.html, Diakses Pada 12 Oktober 2021.



